
 4655 
JIRK 

Journal of Innovation Research and Knowledge 
 Vol.4, No.7, Desember 2024 
 

…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
ISSN 2798-3471 (Cetak)  Journal of Innovation Research and Knowledge 
ISSN 2798-3641 (Online) 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM E-ASPIRASI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI 
SULAWESI UTARA  
(Studi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara) 
 
Oleh 
Justman Entjaurau1, Fitri Herawati Mamonto2, Steven V. Tarore3 

1,2,3Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado 
E-mail: 1 justmanjo@gmail.com, 2fitrimamonto@unima.ac.id, 
3steven_teroreh@unima.ac.id  
 
Article History: 
Received: 03-10-2024 
Revised: 24-10-2024 
Accepted: 06-11-2024 
 
 

 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi kebijakan e-Aspirasi di Sekretariat DPRD 
Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan model Edward yang 
meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 
birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-
Aspirasi memiliki potensi sebagai inovasi digital dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat, namun 
implementasinya menghadapi berbagai tantangan. 
Kurangnya promosi, keterampilan sumber daya manusia, 
dan anggaran menjadi hambatan utama. Platform 
teknologi yang telah tersedia mampu menyediakan sistem 
pengelolaan dan keamanan data yang baik, tetapi 
rendahnya partisipasi masyarakat menghambat 
efektivitas program. Rekomendasi mencakup peningkatan 
pelatihan bagi staf, sosialisasi yang lebih luas melalui 
media, dan alokasi anggaran yang memadai untuk 
mendukung implementasi. Diharapkan, perbaikan ini 
dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan 
peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga program e-
Aspirasi dapat berfungsi optimal sebagai sarana 
komunikasi antara masyarakat dan DPRD. 
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PENDAHULUAN  
 Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar 
dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 
merespons perkembangan ini dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara 
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. Salah satu inovasi yang dihasilkan dari kebijakan ini adalah 
aplikasi e-Aspirasi, sebuah platform digital berbasis Android yang dirancang untuk 
mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD Sulut. Aplikasi ini 
bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan public 
[1], [2]. 

Peluncuran e-Aspirasi pada 14 Februari 2022 oleh Gubernur Olly Dondokambey 
bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw menandai tonggak penting dalam upaya 
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digitalisasi layanan pemerintah di Sulawesi Utara. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat 
dari berbagai lapisan, termasuk di pedesaan, untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan, dan 
aspirasi langsung kepada anggota DPRD. Inovasi ini mendapatkan penghargaan sebagai 
Juara 1 dalam kategori pelayanan pemerintahan pada kegiatan Legislativ SulutGo Expo tahun 
2022, mencerminkan apresiasi terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan publik. 

Namun, implementasi program ini di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Salah 
satu masalah utama adalah rendahnya tingkat pemanfaatan aplikasi e-Aspirasi oleh 
masyarakat. Sebagian besar masyarakat belum familiar dengan cara penggunaan aplikasi ini, 
sehingga potensi e-Aspirasi sebagai platform yang efektif belum dapat terealisasi secara 
maksimal. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi kendala yang perlu 
diatasi [3], [4]. 

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta sumber daya manusia 
dalam operasional aplikasi turut menjadi hambatan. Beberapa perangkat daerah belum 
sepenuhnya mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerapan e-
Aspirasi secara optimal. Hal ini berpengaruh terhadap responsivitas sistem dan kelancaran 
pengoperasian aplikasi di lapangan [5], [6]. 

Promosi e-Aspirasi kepada masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi 
aplikasi ini belum menjangkau semua lapisan masyarakat secara merata, sehingga banyak 
warga yang belum mengetahui keberadaan platform ini. Promosi yang lebih strategis dan 
intensif sangat diperlukan agar e-Aspirasi dapat diterima sebagai solusi praktis dalam 
menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. 

Evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan aplikasi e-Aspirasi juga menjadi 
tantangan yang harus dihadapi. Kurangnya penilaian yang terstruktur terhadap efektivitas 
platform ini menyebabkan permasalahan yang ada tidak terdeteksi secara dini. Evaluasi yang 
komprehensif akan membantu menemukan solusi untuk meningkatkan performa aplikasi. 

Di sisi lain, ada beberapa faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan keberhasilan implementasi e-Aspirasi. Ketersediaan data pengguna internet 
dan media sosial di Sulawesi Utara yang terus meningkat dapat menjadi peluang untuk 
mendorong masyarakat beralih ke platform digital seperti e-Aspirasi. Dukungan dari 
pimpinan DPRD yang mendorong inovasi juga merupakan aset penting dalam 
pengembangan aplikasi ini [7], [8]. 

Untuk ke depannya, pengembangan e-Aspirasi harus disertai dengan langkah-langkah 
strategis seperti peningkatan literasi digital masyarakat, penyediaan infrastruktur 
pendukung yang lebih memadai, serta promosi dan evaluasi yang lebih terarah. Dengan 
demikian, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi 
masyarakat Sulawesi Utara sekaligus menjadi contoh keberhasilan digitalisasi layanan 
pemerintahan di Indonesia [9], [10]. 

Program e-Aspirasi menunjukkan potensi besar dalam menciptakan pemerintahan 
yang lebih responsif dan inklusif. Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan 
kolaborasi antara masyarakat, perangkat daerah, dan pimpinan DPRD dalam menyelesaikan 
hambatan yang ada serta mendukung keberlanjutan inovasi ini. Dengan pendekatan yang 
tepat, e-Aspirasi dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memanfaatkan teknologi untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan public [11], [12]. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi implementasi program e-



 4657 
JIRK 

Journal of Innovation Research and Knowledge 
 Vol.4, No.7, Desember 2024 
 

…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
ISSN 2798-3471 (Cetak)  Journal of Innovation Research and Knowledge 
ISSN 2798-3641 (Online) 

Aspirasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mengidentifikasi faktor-faktor yang 
menghambat dan mendukung keberhasilannya, serta memberikan rekomendasi strategis 
untuk meningkatkan efektivitas layanan berbasis teknologi informasi. Dengan memahami 
kendala dan peluang yang ada, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan 
inovasi pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung 
upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
 
LANDASAN TEORI  
Konsep Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang dirancang oleh pemerintah 
untuk mencapai tujuan tertentu dalam menghadapi permasalahan masyarakat. Dye 
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, 
mengapa kebijakan tersebut diambil, dan dampaknya. Laswell mendefinisikan kebijakan 
sebagai program pencapaian nilai dan tujuan, sementara Fredrich melihat kebijakan sebagai 
tindakan yang mengarahkan pada pencapaian sasaran dalam lingkungan tertentu. Anderson 
menekankan bahwa kebijakan publik bersifat positif maupun negatif, di mana pemerintah 
dapat bertindak atau memilih untuk tidak bertindak terhadap suatu isu [12], [13]. 

Ciri-ciri kebijakan publik mencakup orientasinya pada tujuan, tindakan yang 
terencana dan berpola, serta keterlibatan pejabat pemerintah dalam pengambilan 
keputusan. Kebijakan ini bersifat otoritatif dan sering kali dilandaskan pada peraturan 
perundang-undangan. Bentuk kebijakan publik dikelompokkan menjadi kebijakan makro 
(seperti UUD dan peraturan pemerintah), kebijakan meso (seperti peraturan menteri dan 
gubernur), dan kebijakan mikro (peraturan implementasi di tingkat teknis) [14], [15]. 

Tipologi kebijakan publik mencakup studi-studi mengenai muatan, proses, output, 
evaluasi, dan informasi kebijakan, serta proses kepenasehatan dan nasehat kebijakan. 
Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai 
tujuan. Analis kebijakan menggunakan data dan metode sistematis untuk mendukung 
pembuat kebijakan mengambil keputusan yang tepat dan efektif [16], [17]. 

Analisis kebijakan membantu memahami sebab, akibat, dan kinerja kebijakan serta 
program publik. Proses ini melibatkan pengumpulan data, evaluasi dampak kebijakan, dan 
kolaborasi dengan berbagai aktor politik. Dengan pendekatan ini, kebijakan dirancang untuk 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan relevan dengan situasi terkini [18], [19]. 

Secara keseluruhan, kebijakan publik merupakan mekanisme penting dalam sistem 
pemerintahan untuk menyelesaikan masalah masyarakat secara efektif dan efisien. Proses 
penyusunannya melibatkan perencanaan yang matang, pengkajian atas relevansi masalah, 
dan kolaborasi antar pemangku kebijakan. Dengan evaluasi yang baik, kebijakan publik 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan [20], [21]. 
Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah tahap operasionalisasi dari sebuah kebijakan yang 
telah dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan tindakan yang 
dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dalam organisasi publik maupun swasta. 
Implementasi mencakup penerjemahan kebijakan ke dalam program yang konkret dan dapat 
diukur, memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi lapangan, dan mengatur 
perilaku kelompok sasaran yang menjadi target kebijakan. Pemerintah bertanggung jawab 
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memastikan kebijakan ini berdampak positif dan tidak merugikan masyarakat [22], [23]. 
Implementasi kebijakan memerlukan elemen utama seperti komunikasi, sumber 

daya, sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Komunikasi 
memastikan kebijakan dipahami dengan jelas oleh semua pihak, sedangkan ketersediaan 
sumber daya baik manusia, finansial, maupun fasilitassangat penting untuk kelancaran 
pelaksanaan. Sikap dan komitmen dari pelaksana menjadi faktor krusial untuk menjalankan 
kebijakan, sementara struktur birokrasi memastikan koordinasi dan pelaksanaan yang 
terorganisasi dengan baik [24], [25]. 

Kebijakan publik dioperasionalkan melalui berbagai bentuk regulasi seperti undang-
undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif. Kebijakan ini harus bersifat 
fleksibel untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan harus mencerminkan 
kepentingan publik secara luas. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik dapat mencakup 
tindakan positif yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu atau keputusan untuk 
tidak melakukan sesuatu sebagai bagian dari strategi kebijakan [26], [27]. 

Tujuan implementasi kebijakan adalah memberikan solusi terhadap masalah publik 
atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan perumusan 
kebijakan yang efektif, tetapi juga pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan 
pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan dan dampaknya terhadap masyarakat, baik yang diharapkan maupun 
tidak [28]. 
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 

Model implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan 
dan elemen-elemen utama yang memengaruhi keberhasilannya. Model top-bottom 
menekankan peran dominan pemerintah sebagai regulator dan implementor kebijakan 
tanpa melibatkan pihak swasta atau masyarakat, sementara model bottom-top melibatkan 
partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan command and 
control berfokus pada pengendalian langsung oleh pemerintah, sedangkan economic 
incentives menggunakan insentif ekonomi untuk mendorong kepatuhan dan partisipasi 
dalam kebijakan [29], [30]. 

Komunikasi menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 
Kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi informasi, dan koordinasi antar pelaksana kebijakan 
memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Selain itu, komunikasi yang baik antara pembuat 
kebijakan, pelaksana, dan masyarakat membantu membangun pemahaman dan dukungan 
terhadap kebijakan. Teknologi komunikasi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam 
koordinasi dan penyampaian informasi, terutama pada kebijakan yang kompleks dan 
melibatkan banyak pihak [31], [32]. 

Sumber daya adalah elemen fundamental dalam implementasi kebijakan, mencakup 
sumber daya manusia yang kompeten, keuangan yang memadai, infrastruktur yang 
mendukung, dan data informasi yang akurat. Sumber daya manusia yang terampil dan 
termotivasi serta pendanaan yang cukup sangat memengaruhi kelancaran pelaksanaan 
kebijakan. Ketersediaan waktu dan dukungan politis juga memainkan peran signifikan dalam 
memastikan keberhasilan implementasi kebijakan [33], [34], [35]. 

Struktur organisasi dan hierarki menjadi penentu bagaimana kebijakan diorganisasi 
dan dijalankan. Koordinasi yang baik antar lembaga, pembagian tugas yang jelas, dan proses 
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pengambilan keputusan yang efektif adalah komponen penting dalam struktur ini. Selain itu, 
struktur yang fleksibel, baik sentralisasi maupun desentralisasi, dapat membantu kebijakan 
beradaptasi dengan kebutuhan lokal atau situasi spesifik yang dihadapi selama pelaksanaan. 
Dengan struktur yang efisien, implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan sesuai 
dengan tujuan yang ditetapkan [36], [37] 
Konsep E-Aspirasi 

E-aspirasi merupakan sistem elektronik yang dirancang untuk menampung aspirasi 
masyarakat secara online, baik berupa keluhan, masukan, saran, maupun harapan. Sistem ini 
bertujuan untuk mempercepat proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada 
pemerintah, mengurangi biaya komunikasi, dan meningkatkan pengawasan pemerintah oleh 
masyarakat. Melalui aplikasi berbasis web dan Android, masyarakat dapat dengan mudah 
menyampaikan aspirasi lengkap dengan data pribadi, titik koordinat, dan dokumen 
pendukung. E-aspirasi mendukung transparansi dan responsivitas dalam pengambilan 
keputusan pemerintah, sehingga meningkatkan partisipasi public [38], [39]. 

Komponen utama e-aspirasi meliputi platform teknologi, partisipasi masyarakat, 
aksesibilitas, keamanan data, pengolahan data, transparansi, dan akuntabilitas. Platform ini 
mencakup perangkat lunak dan keras untuk mengumpulkan serta mengelola aspirasi dengan 
aman dan efisien. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan 
sistem ini, di mana setiap aspirasi yang disampaikan dianalisis menggunakan teknologi 
untuk menghasilkan wawasan yang relevan. Perlindungan privasi data juga menjadi 
prioritas untuk membangun kepercayaan public [9], [40]. 

Pelaksanaan e-aspirasi melibatkan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi tujuan, 
pengembangan platform teknologi, promosi, hingga pengumpulan, verifikasi, dan analisis 
aspirasi. Tahapan ini memastikan bahwa setiap aspirasi yang diterima dapat diproses 
dengan transparan, didokumentasikan, dan ditindaklanjuti. Proses tindak lanjut melibatkan 
berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan solusi atau kebijakan yang 
dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Aspirasi yang disampaikan melalui e-aspirasi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat 
dan tujuan, seperti aspirasi positif atau negatif, serta aspirasi langsung atau jangka panjang. 
Faktor-faktor yang memengaruhi aspirasi meliputi inteligensi, pengalaman, pola 
kepribadian, nilai sosial, dan dukungan keluarga. Lingkungan sosial, tradisi budaya, media 
massa, dan kesempatan yang tersedia juga memainkan peran dalam membentuk tingkat 
aspirasi seseorang. 

Dengan implementasi yang baik, e-aspirasi dapat meningkatkan akses masyarakat 
terhadap layanan pemerintah, memperkuat transparansi, dan mendorong akuntabilitas. 
Selain itu, sistem ini memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat 
secara lebih cepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan 
pelayanan publik. Evaluasi berkala terhadap sistem e-aspirasi menjadi kunci untuk 
memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya di masa mendatang [5], [41]. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk 
memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya implementasi program e-Aspirasi 
di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pendekatan deskriptif bertujuan memberikan 
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gambaran sistematis, faktual, dan akurat terkait fenomena yang diteliti berdasarkan data dan 
fakta yang ada, dengan fokus pada analisis proses, makna, dan pemahaman terhadap 
kebijakan yang diterapkan [42], [43]. 

Penelitian dilakukan di Kota Manado, di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara 
selama tiga bulan. Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan program e-Aspirasi 
berdasarkan model Edward III, yang mencakup empat elemen utama: komunikasi, sumber 
daya, sikap, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana kebijakan 
e-Aspirasi dikomunikasikan, ketersediaan sumber daya, komitmen pemangku kepentingan, 
serta struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Instrumen utama penelitian adalah wawancara langsung dengan informan yang 
relevan, termasuk pimpinan DPRD, pejabat sekretariat, serta masyarakat pengguna layanan 
e-Aspirasi. Sumber data dibedakan menjadi data primer yang diperoleh melalui wawancara 
dan observasi langsung, serta data sekunder yang berasal dari dokumen, laporan, dan 
literatur terkait kebijakan e-Aspirasi [5], [44]. 

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Wawancara melibatkan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan e-Aspirasi, seperti 
pimpinan DPRD, pejabat sekretariat, dan masyarakat. Observasi dilakukan untuk mencatat 
perilaku dan situasi terkait implementasi kebijakan, sedangkan dokumentasi digunakan 
untuk melengkapi data dengan dokumen resmi, gambar, atau catatan lainnya [45], [46]. 

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Miles & Huberman, yang meliputi 
tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 
dilakukan dengan menyaring informasi relevan dan mengorganisasikannya agar analisis 
lebih fokus. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan klasifikasi berdasarkan tema, 
sedangkan kesimpulan ditarik dari temuan yang telah diverifikasi dengan bukti lapangan 
[47], [48]. 

Melalui analisis data, penelitian ini berupaya menyajikan pemahaman yang 
mendalam tentang implementasi e-Aspirasi, termasuk tantangan dan keberhasilan yang 
dihadapi. Kesimpulan yang ditarik mencerminkan hubungan antara elemen-elemen 
kebijakan yang diteliti dengan temuan empiris di lapangan, memberikan rekomendasi yang 
relevan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut [49], [50]. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Hasil penelitian komponen-komponen aspirasi 

Fokus / Deskripsi 
Fokus Penelitian 

Temuan / Hasil Penelitian 

Komponen-
komponen 
Aspirasi  

1 Komponen-kompnen yang diperlukan yaitu :  

  

a Platform teknologi,  terdiri dari Tamplian, Sistem 
Pengelolaan dan penyimpanan data, Sistem 
Autentikasi yang menjaga keamanan dan data 
pengguna, fitur untuk membantu pengelolaan dan 
pelaporan ,notifikasi dan aksebilitas, hingga 
perangkat lunak dan perangkat keras yang berguna 
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untuk mengelola  data secara digital. 

  

b Aksesibilitas, atau kemudahan akses bagi semua 
lapisan masyarakat t termasuk kemampuan untuk 
mengakses platform teknologi dari berbagai 
perangkat dan lokasi. 

  
c Keamanan dan Privasi atau Perlindungan data 

pribadi pemberi Aspirasi 

 

d Sumber Daya, yaitu Sumber daya manusia sangat di 
butuhkan dalam pengelolan dan pengoperasian 
sistem dan pengelolaan data, Sarana prasarana 
penunjang serta ketersedaian anggaran. 

  

e Transparansi dalam proses  pengumpulan dan 
pengelolaan aspirasi, serta akuntabilitas serta 
keterbukaan informasi publik dari pihak yang 
bertanggung jawab untuk menindaklanjuti aspirasi 
tersebut. 

  
f Respons dan integrasi dengan perangkat lain, yaitu 

respons terhadap aspirasi yang disampaikan oleh 
masyarakat untuk proses pengambilan keputusan 

  

g Partisipasi Masyarakat,  Partisipasi aktif dari 
masyarakat atau pengguna yang menyampaikan 
aspirasi mereka melalui platform teknologi. 

Sumber : Hasil Penelitian, Diolah 
 

Tabel 2. Hasil penelitian mekanisme aspirasi 
Fokus / 
Deskripsi Fokus 
Penelitian 

Temuan / Hasil Penelitian 

Mekanisme E-
Aspirasi: 

2 Mekanisme e-aspirasi antara lain : 

a Sturktur organisasi berupua sistem birokrasi bertujuan  
pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada 
sebuah lembaga, untuk menjalankan tugas-tugas agar  
lebih teratur. dan dikoordinasikan secara formal, 
menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi 
dialokasikan dalam organisasi 

 
b Pengolahan data, Proses pengumpulan, analisis, dan 

interpretasi data aspirasi yang diterima. 
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  c Pengembangan Platform Teknologi, membuat atau 
memilih platform teknologi yang akan digunakan untuk 
mengumpulkan aspirasi. 

  d Promosi dan Sosialisasi platform e-aspirasi kepada 
masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi 
seperti media sosial, email, website, dan media 
tradisional. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran dan partisipasi masyarakat. 

  e Memverifikasi dan memvalidasi aspirasi yang diterima 
untuk memastikan keaslian dan relevansi informasi 
yang disampaikan.  

  f Analisis Data , Menganalisis data aspirasi yang telah 
dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan isu 
utama yang perlu ditindaklanjuti. Analisis ini dapat 
menggunakan alat analisis data yang canggih untuk 
mendapatkan wawasan yang mendalam.  

 f Tindak Lanjut,  dengan melakukan follow-up yang 
terstruktur dan transparan, aspirasi yang disampaikan 
dapat diubah menjadi tindakan nyata yang membawa 
perubahan positif, serta meningkatkan kepercayaan 
antara pihak yang menyampaikan dan yang menerima 
aspirasi tersebut untuk Menyusun rencana tindakan 
berdasarkan hasil analisis.   

  g Implementasi, Menyusun rencana tindakan 
berdasarkan hasil analisis dan melakukan implementasi 
solusi atau kebijakan yang sesuai berdasarkan evaluasi 
kegiatan penting untuk memastikan bahwa sistem ini 
berjalan dengan optimal.  

Sumber : Hasil Penelitian, Diolah 
 
Implementasi Program e-aspirasi 

Implementasi program e-aspirasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara 
melibatkan berbagai elemen birokrasi, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi 
pelaksana, dan struktur birokrasi. Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan 
partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tetapi masih menghadapi tantangan 
dalam pelaksanaannya. Fokus utamanya adalah memastikan kebijakan ini berjalan efektif 
sesuai teori implementasi kebijakan. 

Dalam hal komunikasi, e-aspirasi telah menyediakan berbagai platform teknologi, 
sistem pengelolaan data, dan fitur pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun, 
partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan promosi program ini. 
Hambatan ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat e-aspirasi. 

Sumber daya menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program ini, namun 
terdapat keterbatasan pada staf pelaksana, anggaran, dan sarana prasarana. Kurangnya 
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pelatihan dan fasilitas pendukung, seperti perangkat teknologi, menghambat efisiensi 
pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan dana untuk sosialisasi dan pengembangan 
keterampilan staf semakin memperumit implementasi program ini. 

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap 
transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan aspirasi. Namun, masih ada kendala 
dalam respons yang lambat terhadap pengaduan masyarakat, yang sering memerlukan 
konfirmasi langsung ke kantor. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang baik perlu 
disertai dengan peningkatan kapasitas untuk memastikan kebijakan diterjemahkan menjadi 
tindakan yang efektif. 

Struktur birokrasi di Sekretariat DPRD sudah dirancang untuk menangani aspirasi 
masyarakat dengan pembagian tugas yang jelas. Namun, implementasi kebijakan masih 
menghadapi tantangan, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
program e-aspirasi. Struktur yang ada perlu dioptimalkan untuk mengatasi kendala ini dan 
mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih baik. 
Mekanisme e- Aspirasi 

Mekanisme e-aspirasi dapat berjalan efektif jika didukung oleh platform teknologi 
yang memadai untuk mengumpulkan dan mengelola data secara sistematis. Namun, promosi 
dan sosialisasi program ini kepada masyarakat masih terbatas. Minimnya penggunaan 
saluran komunikasi seperti media cetak, elektronik, maupun tradisional, seperti brosur atau 
umbul-umbul, menghambat partisipasi masyarakat dalam program ini. 

Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, mempengaruhi 
efektivitas pelaksanaan e-aspirasi. Kurangnya keterlibatan dan respons pengelola dalam 
mengembangkan platform serta ketiadaan alokasi anggaran khusus menjadi penghalang 
utama. Hal ini berdampak pada kurangnya upaya sosialisasi dan pengembangan mekanisme 
yang lebih optimal. 

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen terhadap 
implementasi program, namun belum maksimal karena keterbatasan aparatur dan 
pemahaman yang kurang terhadap SOP. Platform teknologi yang digunakan membutuhkan 
pengelolaan dan tindak lanjut yang terstruktur untuk memastikan aspirasi masyarakat 
diubah menjadi tindakan nyata yang membangun kepercayaan dan memberikan dampak 
positif. 

Struktur birokrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya, dengan pembagian tugas yang jelas di antara staf pelaksana. 
Namun, kendala terjadi ketika harus berkoordinasi dengan lembaga lain, mengakibatkan 
lambatnya pelaksanaan program di lapangan. Diperlukan mekanisme khusus untuk 
mempercepat proses tersebut dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan. 
Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi  e-Aspirasi di 
Sekretariat      DPRD Provinsi Sulawesi Utara 

Implementasi e-Aspirasi di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh 
berbagai faktor positif. Dukungan kuat dari pimpinan DPRD dan kebijakan pemerintah 
daerah yang mendorong pengembangan teknologi informasi menjadi pondasi utama. 
Aksesibilitas kebijakan melalui platform digital memungkinkan masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasi secara online, yang dapat dipantau langsung oleh DPRD. Selain itu, 
sistem autentikasi yang menjaga keamanan data pengguna serta infrastruktur memadai, 
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seperti perangkat keras dan jaringan internet stabil, mendukung keberhasilan program ini. 
Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam program e-Aspirasi juga menjadi 
faktor penting yang diperkuat melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 

Namun, sejumlah hambatan masih menghalangi implementasi yang optimal. 
Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi digital dan kurangnya 
pelatihan menjadi kendala utama. Selain itu, minimnya dukungan anggaran untuk promosi, 
sosialisasi, serta pengembangan dan pemeliharaan platform mengurangi efektivitas 
pelaksanaan di lapangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, seperti 
jaringan internet yang belum memadai, juga membatasi partisipasi masyarakat dalam 
menyampaikan aspirasi melalui platform ini. 

Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi penghambat signifikan 
dalam meningkatkan partisipasi dalam e-Aspirasi. Sebagian besar masyarakat di daerah 
terpencil mungkin belum terbiasa menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan 
aspirasi mereka. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari pihak tertentu yang masih 
lebih nyaman dengan metode tradisional dalam mengelola aspirasi masyarakat turut 
memperlambat proses adopsi teknologi ini. 

Keamanan data pribadi juga menjadi isu penting yang memengaruhi kepercayaan 
masyarakat terhadap e-Aspirasi. Kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi dapat 
membuat masyarakat ragu untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui platform ini. 
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan langkah strategis untuk 
mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti meningkatkan literasi digital, memperluas 
jangkauan infrastruktur teknologi, dan memastikan keamanan data yang optimal. 
 
KESIMPULAN  
 Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan e-Aspirasi di Sekretariat DPRD 
Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa meskipun platform teknologi, sistem 
pengelolaan data, dan fitur keamanan telah tersedia, partisipasi masyarakat masih rendah. 
Hal ini disebabkan kurangnya promosi dan sosialisasi yang efektif. Selain itu, kurangnya 
kesadaran dan keterampilan sumber daya manusia dalam pengelolaan program, serta tidak 
adanya anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program, menjadi hambatan 
utama yang mengakibatkan program ini tidak berjalan sesuai harapan. 

Mekanisme e-Aspirasi, termasuk pengelolaan data, pengembangan teknologi, 
verifikasi, validasi, analisis data, hingga tindak lanjut aspirasi, sebenarnya telah tersedia 
dalam platform. Namun, implementasinya di lapangan terhambat oleh kurangnya 
keterampilan staf pengelola dan minimnya promosi yang menyebabkan rendahnya 
pemanfaatan program. Hal ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kompetensi sumber 
daya manusia serta pengelolaan anggaran yang lebih baik untuk mendukung program ini. 

Sebagai langkah perbaikan, Sekretariat DPRD disarankan untuk meningkatkan 
sosialisasi dan promosi melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun tradisional, 
guna menarik partisipasi masyarakat. Selain itu, pelatihan berkala bagi staf pengelola perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan e-Aspirasi, termasuk 
pelatihan terkait pelayanan publik. Penyediaan dan alokasi anggaran yang memadai juga 
menjadi hal penting untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas program. 

Mekanisme e-Aspirasi perlu ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas sumber 
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daya manusia dan pemanfaatan media promosi yang lebih luas, termasuk tatap muka dengan 
masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Dengan memperkuat keterampilan pengelola, 
meningkatkan transparansi, dan menjamin keamanan data, implementasi kebijakan e-
Aspirasi dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi harapan masyarakat. 
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